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ABSTRACT

This research aims to examine the regulation of Indonesian language
proficiency for Foreign Workers (TKA) in Indonesia and to assess how such
regulation contributes to the realization of social justice within the labor
framework. The research addresses two key questions: (1) how is the regulation
of Indonesian language proficiency for foreign workers implemented in Indonesia,
and (2) how does such regulation embody the principle of social justice?

This study employs a normative method with statutory, conceptual, and
comparative approach. Data were obtained through literature study of primary
and secondary legal materials. It is analyzed by using systematic, national, and
teleological interpretation methods to evaluate the alignment between language
policy and the principles of social justice as enshrined in the 1945 Constitution of
The Republic of Indonesia and The Five Principles.

The findings reveal that the use of the Indonesian language by foreign
workers is regulated in several statutory instruments, including Law No. 24 of
2009, Law No. 6 of 2023, Government Regulation No. 34 of 2021, and Minister of
Manpower Regulation No. 8 of 2021. However, these regulations lack technical
clarity and do not establish required language proficiency standards or
enforceable sanctions, leading to weak implementation. On the other hand,
Indonesian language proficiency plays a crucial role in creating fair labor
relations, supporting technology transfer, and ensuring that foreign workers
understand employment contracts, safety procedures, and participate in inclusive
work environments. In this context, Indonesian language proficiency serves as a
strategic tool in realizing the principle of social justice as mandated by Article
28D paragraph (2) of the 1945 Constitution and the fifth principle of The Five
Principles.

Keywords: Foreign Workers, Bahasa Indonesia, Social Justice, Legal Regulation,
BIP4, UKBI
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kemampuan berbahasa
Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia serta menilai bagaimana
pengaturan tersebut dapat mewujudkan keadilan sosial dalam konteks hubungan
kerja. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi (1) bagaimana
pengaturan kemampuan berbahasa Indonesia untuk TKA di Indonesia, dan (2)
bagaimana perwujudan keadilan sosial dalam pengaturan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh damn studi
kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan
dengan metode interpretasi sistematis, nasional, dan teleologis untuk memilai
kesesuaian pengaturan bahasa dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur
dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Hasil penelitian memunjukkan bahwa pengaturan penggunaan Bahasa
Indonesia bagi TKA telah diatur secara normatif dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, antara lain UU Nomor 24 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun
2023, PP Nomor 34 Tahun 2021, dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021. Namun,
pengaturan tersebut masih lemah secara tekmis dan tidak disertair dengan standar
kemahiran maupun sanksi yang tegas, sehingga pelaksanaannya tidak efektif. Di
sisi lain, kemampuan berbahasa Indonesia memiliki peran penting dalam
menciptakan hubungan kerja yang adil, mendukung transfer teknologi, dan
menjamin hak TKA untuk memahami perjanjian kerja, instruksi keselamatarn,
serta berpartisipasi dalam lingkungan kerja yang inklusif. Dalam konteks tersebut,
penguasaan Bahasa Indonesia merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan
prinsip keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
dan sila kelima Pancasila.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Bahasa Indonesia, Pengaturan Hukum,
Keadilan Sosial, BIPA, UKBI.
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